LSALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang  Tahapan, Program dan  Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan
untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan
fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih



10.

11.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara
langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu
di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang.

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya
disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu
di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud Undang-
Undang.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan
Wakil Walikota.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPLN wuntuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar
negeri.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya
disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS
atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan
pemutakhiran data pemilih.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.



21.

22.

23.

24.

(1)

(2)

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah
kawin, atau sudah pernah kawin.

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih
dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra
diri Peserta Pemilu.

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan
untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil

d. kepastian hukum;
e. tertib;

f. terbuka;

g.  proporsional;

h. profesional;

i. akuntabel;

j- efektif; dan

k. efisiensi.



(1)

(2)

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 3

Tahapan Pemilu terdiri atas:

a.
b.

sosialisasi;

perencanaan  program dan  anggaran = serta
penyusunan peraturan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemilu;

pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih;

pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

penetapan Peserta Pemilu;

penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah
pemilihan;

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;

masa kampanye Pemilu;

masa tenang;

pemungutan dan penghitungan suara;

penetapan hasil Pemilu; dan

pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil
Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu

mencakup:

a. sosialisasi;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih;

c. kampanye;

d. masa tenang;

e. pemungutan dan penghitungan suara;

f.  penetapan hasil Pemilu; dan

g. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil

Presiden.



Pasal 4
Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1225

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

e

—




LAMPIRAN :
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN
awal akhir
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN _
a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu 17 Agustus 2017 31 Maret 2019
b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan 17 Agustus 2017 31 Maret 2019
kegiatan
c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan 17 Agustus 2017 31 Agustus 2018
d. Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana 17 Agustus 2017 31 Maret 2019

2, PENYUSUNAN PERATURAN KPU 1 Agustus 2017 28 Februari 2019
3 SOSIALISASI 17 Agustus 2017 14 April 2019
4. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

a.

Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan
per Kecamatan (DAK2)

3 September 2017

16 September 2017

b. Pengumuman pendaftaran 1 Oktober 2017 3 Oktober 2017
c. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat
pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen
persyaratan
1) Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat 3 Oktober 2017 16 Oktober 2017
pendaftaran oleh partai politik kepada KPU
2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik 3 Oktober 2017 16 Oktober 2017
oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
d. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP 17 Oktober 2017 15 November 2017
Kabupaten/Kota
€. Penyampaian hasil penelitian administrasi 16 November 2017 17 November 2017
f.  Perbaikan administrasi oleh partai politik 18 November 2017 1 Desember 2017
g. Penelitian administrasi hasil perbaikan 2 Desember 2017 11 Desember 2017
h. Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan

kepada:

1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

12 Desember 2017

15 Desember 2017

2) Pimpinan partai politik tingkat pusat

12 Desember 2017

14 Desember 2017

Verifikasi faktual di tingkat KPU:

1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat

15 Desember 2017

21 Desember 2017

2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan

22 Desember 2017

23 Desember 2017

3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai
Politik

24 Desember 2017

28 Desember 2017

4) Verifikasi faktual hasil perbaikan

29 Desember 2017

31 Desember 2017

5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat
pusat

1 Januari 2018

3 Januari 2018

Verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:

1) Verifikasi faktual kepengurusan di
KPU Provinsi/KIP Aceh

15 Desember 2017

21 Desember 2017
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2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan

awal

akhir

22 Desember 2017

23 Desember 2017

3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai
Politik

24 Desember 2017

28 Desember 2017

4) Verifikasi faktual hasil perbaikan

29 Desember 2017

31 Desember 2017

5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat
provinsi

1 Januari 2018

3 Januari 2018

k. Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:
1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan 15 Desember 2017 4 Januari 2018
2) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan 4 Januari 2018 6 Januari 2018
keanggotaan
3) Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai 7 Januari 2018 20 Januari 2018
Politik
4) Verifikasi hasil perbaikan 21 Januari 2018 3 Februari 2018
5) Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual 4 Februari 2018 5 Februari 2018
kepengurusan dan keanggotaan tingkat
kabupaten/kota
1.  Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik
peserta Pemilu
1) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 6 Februari 2018 7 Februari 2018
Kabupaten /Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 8 Februari 2018 11 Februari 2018
Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh
3) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU 12 Februari 2018 14 Februari 2018
4) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai 15 Februari 2018 17 Februari 2018
politik calon peserta Pemilu
m. Penetapan partai politik peserta Pemilu 17 Februari 2018 17 Februari 2018

n.

Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik

18 Februari 2018

18 Februari 2018

0.

Pengumuman partai politik peserta Pemilu

18 Februari 2018

20 Februari 2018

PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU

a.

Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu)

19 Februari 2018

21 Februari 2018

Perbaikan permohonan sengketa

21 Februari 2018

23 Februari 2018

b. Penyelesaian sengketa dan putusan 23 Februari 2018 6 Maret 2018
c¢. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 7 Maret 2018 13 Maret 2018
d. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan 13 Maret 2018 15 Maret 2018
e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa dan 15 Maret 2018 12 April 2018
memutus gugatan
f.  KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN 13 April 2018 17 April 2018
I6. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
a. Putaran Pertama
1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 9 Januari 2018 8 Maret 2018
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS)
a) Masa kerja PPK dan PPS 9 Maret 2018 16 Juni 2019
b) Masa kerja PPLN 9 Maret 2018 16 Juni 2019
2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 28 Februari 2019 27 Maret 2019
Suara (KPPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Luar Negeri (KPPS LN)
a) Masa kerja KPPS _ 10 April 2019 9 Mei 2019
b) Masa kerja KPPS LN 1 April 2019 30 April 2019







